
Menimbang 

Mengmgat 

BVPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAB 

PERATURAN BUPATI B.ARITO UTA.RA 

NOMOR; ?8 TAHUN 2016 

TENTANG 

TABAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN BEi.ANJA DAERAH 

KABVPATEN BARlTO UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARJTO UTARA, 

a. bahwa dalam rangka tercapainyn sinergitas kebijakan dalam

mclaksanakan pembangunan daerab yang berkesinambungao

serta menjamin kCLerkaltan dan konsisu,nsi antara

perencanaan, pengangga:ran dan pengawasanant.ara pusat

dan da,:ra:h yang berpedomaa pada pcramran perundang­

undangan. perlu diamr Tahapan dan Jadwal Proses

Penyusunan APBD K;,bupaLCn Barito Utara;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagnimana cllmakwd

pada hurur a, dipandangan pcrlu menetapkan Peraturan

Bupati Barito ULara tentang Tahapan dan Jadwal Proses

Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utam;

L Uadang-Undang Nomor 27 Tatum 1959 tentang P<!DCtapan 

Unda.ng-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 c.entang 

Pembentu.kao OaeraJ, TingkaL □ di KaJimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagal 



Unclang-Undang {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana 1elah beberapa kali 

diubah, cerakhir dengan Unclang-Undang Nomor 8 Talmo 

1965 lentang Pembentukan Daerah Tingkal U Tanah Laut, 

Dacrab Ti.ogkal Jl Tapin dan Daerah 1'ingkal II Tabalong 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

teotang Penetapan Undang-Undang Darurnt Nomor 3 Tahun 

1953 lentang Pembenlulmn Daernh 1'ingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahuo 1965 Nomor 

51,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentaog Sistern 

Pereocanaan Pembaogunan Nasiorual (Lembarnn Negara 

Republik llndooesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran 'Negllra Republik lndonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pcmcriotaban 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndo11esia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentAng 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undaug-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran !Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintab (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara. Repu blik Indonesia Nomor 4385); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Lentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

8 . PeraL1Jran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintab, 

Pemcrintahan Daerah Provinsi dan Pemerintaha:n Da.erah 

Kabupuen/Kota (l..embaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Neglilra Republik 

Indonesia Nomor 47371; 

9. Pera tu ran Pemerintah Nomor 8 Ta.hun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pcmbangunan Daemh (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 l, Tambahan 

Lembaran Neglilra Republik Indonesia Nomor 4817); 

I 0 . Peratura.n Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Lent.ang 

Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2015-2019 (l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015Nomor31; 



I l. Peraturan Memeri Dalam Negcri Nomor 54 Tahun 2010 

umtang Pelaksanaan Peraturan Pemedntah Nomor 8 Tahun 

2008 tentaog Tahapan, Tata Cara Penyusunan, l'engendalian 

dan EvaJaasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerab 

(Serita Negara Republik:Jndonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

12. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 1'abun 2015 

tentang Pcdoman Pcnyusunan Anggarnn Pendapalan dan 

Sclanja Daerah Tahun 20 I 6 (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 

Tahun 20 l 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerab Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-

2015 (Lem.baron Daerah Provinsi Kalimant.an Ten.gab Tahun 

201 I Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerab Provin.~i 

Kalimantan Te.ngah Nomor 40) ; 

l 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Badto Uta ra Nomor 2 

Tabun 2008 tcntang Urusan Wajib dan Pilihan yru1g menjadi 

Kewena.ngan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerab 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupatcn Barito Utara Nomor I); 

15. Peraturan Dacrab Kabupatcn Barico Ucnra Nm:nor 3 

Tahun 2008 tentang 

Daera.h Kabupaten 

Organisasi dan Tata Kcrja Perangkac 

Barico Utara (Lembaran Daerah 

Kabupatcn Barilo Utara Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan 

Le.mbaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) 

sebagaimana telah beberapa kali ctiubab, te rakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tabun 

2015 tentang Perubahan Kedue atas Pera tu.ran Dae rah Nomor 

3 Tabun 2008 teotang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 



Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 4 , 'l'ambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka Mcnengah 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Nomor 9); 

Memperhat:ikan : l. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025; 

Menetapkan 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO TAHAPAN DAN JADWAL 

PROSES PENYUSUNAN ANOOARAN PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pe.raturao Bup~1ti ini yang dimaksud dengan ; 

I. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2 . Pemcrintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utam. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4 . Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 

5. Pemerintahan Daerab adalab penyelenggaraan urusan pemt:rintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DP'RD. 

6. Perangkat Daera.h adalah unsur pem ban tu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang te.rdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Keeamatan clan Kelurahan. 

7. Badan Perencauaan Pernbangunan Daerah 

selanju1nya disingkat Bappeda adalab 

Kabupateo Barito 

perangkat daerah 

Utara, 

yang 

menyelenggamkan fungsi perumusan kebijakan tclmls pereneanaan, 

peogkoordioasian dan pembinaan pelaksanaan tllgas dibidang perencanaan 

pembangunaa daerah.. 

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kcuangan dan Aset, sclanjutnya disingkat 

DPPKA adalah perangkal daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan 

kebijakan teknis bidang pendapatan, pengeloaan keuangan dan aset daerab. 

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut d!!ngan 

nama lnin adalah Perda Provinsi clan Perda Kabupaten/Kota .. 

10. Rencana Pembangunan Ja:ngka Panjang Daerah yang selanjucnya disingkat 

RPJPD adalab dokumeo perenca.oaan Daerah uatuk periode 20 (duo puluh) 

tabun. 

11. Rencana Pembaogunan Jangka Menengab Daerab yang sclanjutoya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerab untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Pembanguoan Tabunan Daerab yang selanjutnya rusebut Rencane 

J<erja Pemerintab Daerab yang sclanjucnya disingkat RKPD adalah dokumeo 

perenoanaan Daerah untuk periode l (satu) tahun. 



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuLnya disingkat APBD 

adalab rencana keuangan tahunan Daerah yang ctitet.apkan dengan Perda. 

14. Kebija.kan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumeo 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, clan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tabun. 

15. Prioritas clan Piaf on Anggaran Scmcntara yang selanjutnya disingkat PPAS 

ada.lah program prioritas clan patokan batas maksimal unggaran yang 

ctibcrlkan kepada Perangkat Daerah uncuk setiap program sebaga.i acuan 

dalam pc:nyusunan rencana kerja dao anggaran satua.n kerja Pcrangkat 

Daerah. 

16. Pcndapatan Daerah adalah semua bak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilal kckayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

BABU 

TUJUAN 

Pasal 2 

(I) Tujuan drtctapkannya Peracuran Bupati ini adalah scbagai pedoman dalam 

Proses Penyusunan APBD Kabupatcn Barito Utara. 

(2) APBU sebagaima.na dimal:<sud pada nyal (1) adalah dolrumen yang disusun 

melalul beberapa tahapan dan proses hingga ditctapkan dengan Perda APBD. 

BABITI 

TAHAPAN DAN PENYUSUNAN APBD 

Pasal 3 

(!) Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Bari.to Utara 

disusun mengacu kepada Peracuran Meateri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 20l6, RPJ.PD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, dan 

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018. 



(21 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11 sebagai pcdoman bagi : 

a. pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Angga.ran Pe.ndapaUID 

dan Belanja DaeraJ1 (RAPBD) Kabupaten Barito Utara; dan 

b. satuan kerja perangkat daerah (SKPDI di linglrunga,, Pemerintah 

Kabupaten Barito Ut.aro daJam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKAI Satuan Kerja Perangkat Dae rah Ka bu paten Bari to Utara. 

Pasal4 

(I) Baden Percncanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito 

Utara menyusun Rencana Kerja Pcmerintah Daerah (RKPDj pallng lambat 

akhir bulan Mei. 

(2) RKPD sebagaimana di.mak:sud pada pasal 4 ayat (l) digunakan sebagai acuan 

penyusunan Kebijaka.n Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond 

Anggaran Sementara (PPAS). 

(3) Satuan Kcrja Perang)<at Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l ayal 

(2) huruf b, mengguna.kan RKPD sebagai babao dalam mcmyusun RKA. 

PasaJ 5 

(11 Rancangan Kebijakan Uroum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritns dan 

Plafond Anggaran Sementara [PPASI disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran 

Pemerintab Daerah (TAPD) kepada Bupati Barito Utarn paling lambat pada. 

Minggu l bulan Juni. 

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rancangan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafond 

Anggaran Semcntara (P?AS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Barito Utara paling lambat pada pertengahan buJan Juni. 



(31 Rancangan KUA dan PPAS selanjuLnya dibahas bersama antara Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) deogan Baclan Anggaran (Banggar) 

DPRD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara .. 

(4) Kesepakaian antarn Bupati Bari.to Utara dan Dewan Perwakilao Rakyat 

Daerah Kabupaten Barito Utara mengenai Rancangan KUA dan PPAS paling 

lambat dicapai pada akhir bulan Juli. 

Pasal6 

(1) Bupali Barito Utara menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan 

Rencana Kcrja clan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kabupaten Barito Ut.ara. clan Re.ncana Kerja dan Anggaran (RKA} Pejabat 

Penatausabaan Kcuangan Daerah (PPKD) KabupaLen Barito ULaro. 

(21 Dina~ Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melakukan 

veriflkasi tcrhadap Rent.."81la Kcrja clan Anggaran (RKA} Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Utara dan Rencana Kerja dao 

Anggaran (RKA) Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten 

Barito Utara. 

(31 Penyusu.nan dao pembab.asan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barito Ut.ara. <Ian Rcncana Kerja 

dan Anggaran (RKA) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daereh (PPKD) 

Kabupaten Barito Utara selama 8 (dew.pan) minggu dan paling lambat selesai 

pada akbir bula.n September. 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utam menyampailcan Rancangan 

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah 

(RAPBD) Kabupaten Barito Utara kepada Dewan Perwakilan RakYat Daerah 

Kabupaten Ba.rito Utara paling lambat minggu I bulan Oktober. 



(2) Pengambilan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Barito Utaradan Bupati Barito Utara paling lam bat I (saru) bulan 

sebelum Lahuo anggaran yang bersangkutao berakhir. 

Pasal 8 

(1) Dioas Pendapatan, PengefoJaan Keuangan dan Aset (DPPKAJ menyampaikan 

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraruran Bupati Barito 

Utara lentang Penjabaran APBO kepada Gubernur Kal.imantan Tengah untuk 

dicvaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama 

dicapai. 

(21 Penyempurnaan Rancangan Perda tcntang APBD sesuai hasil evaluasi 

Gubernur Kalimantan Teogah ditetapkan dengan kepurusan pimpinan DPRD 

tentaog Penyempumaan Rancangan Perda tentang APBO paling lambat 7 

(tujuh) hnri kerja sejak diterimanya kepurusan basil evaluasi. 

(3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan clan Aset (DPPKA) menyampaikan 

Keputusan DPRD tentang penyempumaao Rancangan Perda tentang APBO 

kepada Gubcmur Kaliroanr,u, Tengab paling lrunbaL 3 (t:iga) luui kerja seteJab 

Kepurusan Pimpinan DPRD Kabupat.en Barito Utara ditetapkan. 

(4) Penetapan Perda tentang APBD dan Peracuran Bupati t.entang Peojabaran 

APBD sesuai ha.sn evaluasi GubenJUr Kalimantan Tengab ditetapkan paling 

lambat akhir bulan Desember. 

(5) Penyampaian Perda Lentang APBD dan Peraturan Bupati t.entang Penjabarao 

APBD kepada Gu bemur Kallman tan Tengab paling lambal 7 (t.ujuh) haci 

kcrja s.etelah Pcrda clan Peraturan Bupoti ditetapkan. 



BAB rv 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pcratumn Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggnl diundangkru,. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangaa Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya da1am Serita Oaerah Kabupaten Barito Utara. 

Diundangkan di Muarn Teweh 
pada tanggal Agustus 20 I 6 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

JAINAL ABWIN 

Ditetapkan di Muara Teweb 
pada tangga.1 Agustus2016 

BUPATI BARITO UTARA, 

NADALSYAH 

SERITA DAERAH KABUPA'T'EN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .~.$. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGlAN HUKUM 

' 

>AKH,,AU~ 
NIP. t971092119980 3 l 004 
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